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ABSTRAK 

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang 

diselesaikan melalui prosedur kesepakatan oleh para pihak yang dilakukan di luar pengadilan dengan cara 

konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Penyelesaian didasarkan itikad baik dengan 

mengenyampingkan penyelesaian secara litigasi melalui Pengadilan Negeri yang memakan waktu yang lama 

dan biaya yang mahal, terikat pada prosedur yang formal yang harus dilaksanakan. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan dengan menggunakan data sekunder berupa bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang berkaitan dengan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa (APS).  Kesimpulannya bahwa penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian 

sengketa yang dilakukan dengan cara yang dilakukan di luar pengadilan didasarkan pada itikad baik untuk 

mencapai kesepakatan, saling menguntungkan adalah untuk mewujudkan asas pemeriksaan perkara 

“sederhana waktu singkat dan biaya murah.” Sedang keunggulan penyelesaian melalui Alternatif 

Penyelesaian Sengketa (APS) adalah pemeriksaan didasarkan kesepakatan para pihak, itikad baik, saling 

menguntungkan kedua belah pihak, tidak ada pihak yang kalah dan menang, mencegah permusuhan diantara 

para pihak dan pemeriksaan tertutup. 

Kata kunci: Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kesepakatan, Pengadilan Negeri 

 

ABSTRACT 

Alternative Dispute Resolution (ADS) is a dispute resolution institution or difference of opinion which 

is resolved through an agreement procedure by the parties carried out outside the court by means of 

consultation, negotiation, mediation, conciliation or expert judgment. The settlement is based on 

good faith by setting aside litigation through the District Court which takes a long time and is 

expensive, bound by formal procedures that must be carried out. The method used in this research is 

library research using secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal 

materials and tertiary legal materials related to Alternative Dispute Resolution (ADS). The 

conclusion is that dispute resolution through alternative dispute resolution carried out out of court 

is based on good faith to reach an agreement, mutual benefit is to realize the principle of case 

examination "simple, short time and low cost." Meanwhile, the advantages of settlement through 

Alternative Dispute Resolution (ADS) are inspections based on the agreement of the parties, good 
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faith, mutual benefits for both parties, no party loses and wins, prevents hostility between the parties 

and closed examinations. 

Keywords: Alternative Dispute Resolution, Agreement, District Court 

 

1. PENDAHULUAN 
Persaingan Berdasarkan UUD 1945 menegaskan, bahwa "Negara Indonesia adalah Negara 

Hukum". Artinya bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum 

(rechsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan (machstaat), dan Pemerintah berdasarkan sistem konstitusi 

(hukum dasar) bukanlah absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Sebagai implementasi dari 

Pasal 1 ayat (3) Amandemen Keempat UUD 1945, terdapat 3 (tiga) prinsip dasar wajib dijunjung 

oleh setiap warga negara yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan 

hukum dengan caracara yang tidak bertentangan dengan hukum. 

Begitupun halnya dengan sengketa yang terjadi di masyarakat, dimana hukum dapat berperan 

dengan baik apabila adanya perhatian dari para pihak terkait dalam hal ini Polisi, Jaksa, Hakim dan 

para pihak untuk menghormati dan mentaati hukum tersebut. Sengketa merupakan momok yang 

paling menakutkan bagi semua manusia di dunia. Apalagi bagi kaum usahawan dan kalangan 

profesional yang selalu berupaya untuk mencari suatu keuntungan. 

Berdasarkan ketentuan di atas upaya penyelesaian suatu kasus hukum dapat dilakukan di luar 

pengadilan meskipun kasus tersebut telah disidangkan di pengadilan. Karena pada dasarnya dalam 

suatu proses persidangan perkara perdata, hal pertama yang dilakukan oleh majelis hakim adalah 

mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. 

 Di dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Menyatakan: 

“Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan 

menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang 

sedang berkembang ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.Perjanjian ini tidaklah sah, 

melainkan jika dibuat secara tertulis” 

 

Perumusan Masalah 

1. Apakah yang dimaksud dengan sengketa perdata? 

2. Bagaimana alternatif penyelesaian sengketa perdata dalam hukum acara perdata? 

3. Apakah contoh kasus perdata terjadi yang diselesaikan dengan cara non litigasi? 

Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui sengketa perdata. 

2. Untuk mengetahui alternatif penyelesaian sengketa perdata dalam hukum acara perdata. 

3. Untuk mengetahu kasus perdata terjadi yang diselesaikan dengan cara non litigasi. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang 

merupakan suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin 

hukum dan juga dengan studi kepustakaan.  

Pendekatan yang dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian adalah melalui 

pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan studi kepustakaan.  

Tinjauan Tentang Hukum Acara Perdata 

Istilah dan Pengertian 

Untuk melaksanakan hukum materiil perdata, terutama apabila ada pelanggaran atau guna 

mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata, diperlukan adanya rangkaian peraturan-

peraturan hukum lain, di samping hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan hukum ini yang 

dikenal dengan hukum formil atau hukum acara perdata. 

Hukum acara perdata hanya dipergunakan untuk menjamin agar hukum materiil perdata ditaati. 

Ketentuan-ketentuan dalam hukum acara perdata pada umumnya tidaklah membebani hak dan 
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kewajiban kepada seseorang sebagaimana dijumpai dalam hukum materiil perdata, tetapi 

melaksanakan serta mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum materiil perdata yang ada. 

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin 

ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara 

perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum 

perdata materiil. Lebih konkret lagi, dapatlah dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur 

bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, serta memutusnya dan pelaksanaan 

daripada putusannya. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan 

memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah eigenrichting atau 

tindakan menghakimi sendiri. Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk 

melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan 

dari pihak lain yang berkepentingan sehingga akan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, tindakan 

menghakimi sendiri ini tidak dibenarkan jika kita hendak memperjuangkan1 

Sumber-Sumber Hukum Acara Perdata 

1) Berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 UUDar 1/1951 

Hukum acara perdata pada pengadilan negeri dilakukan dengan memperhatikan ketentuan 

Undang-Undang Darurat 1951-1 tersebut menurut peraturan-peraturan Republik Indonesia dahulu 

yang telah ada dan berlaku untuk pengadilan negeri dalam daerah Republik Indonesia. Adapun yang 

dimaksud oleh Undang-Undang Darurat tersebut tidak lain adalah Het Herziene Indonesisch 

Reglement (HIR atau reglemen Indonesia yang diperbarui: S. 1848 Nomor 16, S. 1941 Nomor 44) 

untuk daerah Jawa dan Madura serta Rechtsglement voor de Buitengewesten (RBg atau reglemen 

daerah seberang: S. 1927 Nomor 227) untuk daerah luar Jawa dan Madura. 

Jadi, untuk acara perdata, yang dinyatakan resmi berlaku adalah HIR untuk Jawa dan Madura 

serta RBg untuk luar Jawa dan Madura. 

Reglement op de Burgerlijke rechtsvordering (BRv atau reglemen acara perdata, yaitu hukum 

acara perdata untuk golongan Eropa: S. 1847 Nomor 52, 1849 Nomor 63), merupakan sumber juga 

dari hukum acara perdata. Supomo berpendapat bahwa dengan dihapuskannya raad van justitie dan 

hooggerechtshof, Rv sudah tidak berlaku lagi sehingga dengan demikian hanya HIR dan RBg sajalah 

yang berlaku. Keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan, hukum acara perdata manakah yang 

diberlakukan apabila seorang yang tunduk pada BW (kitab undang-undang hukum perdata) 

mengajukan gugatan cerai? Dalam praktik, acara yang diatur dalam Rv akan diterapkan. 

Kecuali itu, dapat disebutkan Reglement op de Rechterlijke Organisasie in het beleid der justitie 

in Indonesie (RO atau Reglemen tentang Organisasi Kehakiman: S. 1847 Nomor 23) dan BW buku 

IV sebagai sumber dari hukum acara perdata dan selebihnya terdapat dalam BW, WvK (Wetboek van 

Koophandel; Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) dan Peraturan Kepailitan.2 

2) UU Nomor 48 Tahun 2009 

Tidak boleh dilupakan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157) tentang Kekuasaan Kehakiman yang diundangkan pada 29 

Oktober 2009 yang memuat beberapa ketentuan tentang hukum acara perdata. 

3) UU Nomor 3 Tahun 200 

Kiranya perlu juga diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan 

Umum yang mengatur susunan serta kekuasaan pengadilan di lingkungan peradilan umum juga 

sebagai sumber hukum acara perdata. 

4) UU Nomor 49 Tahun 2009 

Kiranya perlu juga diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang  Peradilan 

Umum yang mengatur susunan serta kekuasaan pengadilan di lingkungan peradilan umum juga 

sebagai sumber hukum acara perdata. 

                                                           
1 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 2 
2 Sudikno Mertokoesoemo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 6—7 
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5) Yurisprudensi  

 Sebagai perbandingan, perlu diketahui juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Lembaran 

Negara 77) tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang penerapannya selambat-lambatnya lima tahun 

sesudah diundangkannya. Yurisprudensi3 merupakan sumber pula dari pada hukum acara perdata, 

antara lain dapat disebutkan putusan Mahakamh Agung tertanggal 14 April 1971 Nomor 99 

K/Sip/19714 yang menyeragamkan hukum acara dalam perceraian bagi mereka yang tunduk pada 

BW dengan tidak membedakan antara permohonan untuk mendapatkan izin guna mengajukan gugat 

perceraian dan gugatan perceraian itu sendiri yang berarti bahwa hakim harus mengusahakan 

perdamaian di dalam persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 HOCI. 

Asas-Asas Hukum Acara Perdata  

Seperti hukum- hukum pada bidang yang lain, hukum acara perdata juga mempunyai beberapa 

asas yang menjadi dasar dari ketentuan-ketentuan dalam hukum acara perdata tersebut. Berikut ini 

asas penting dalam hukum acara perdata. 

1. Hakim bersifat menunggu 

Asas dari hukum acara perdata (sebagaimana halnya asas hukum acara pada umumnya) bahwa 

pelaksanaannya, yaitu inisiatif untuk mengajukan gugatan, sepenuhnya diserahkan kepada mereka 

yang berkepentingan. Ini berarti bahwa apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau 

gugatan akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada mereka yang berkepentingan (yang 

merasa dirugikan). Kalau tidak ada gugatan atau penuntutan, tidak ada hakim. Jadi, yang mengajukan 

gugatan adalah pihakpihak yang berkepentingan, sedangkan hakim bersikap menunggu diajukannya 

suatu perkara atau gugatan (periksa Pasal 118 HIR, Pasal 142 RBg). Ini berarti bahwa hakim tidak 

boleh aktif mencari-cari perkara (menjemput bola) di masyarakat, sedangkan yang 

menyelenggarakan proses adalah negara. Akan tetapi, sekali suatu perkara diajukan kepada hakim, 

hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya dengan alasan apa pun Undang-

Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.5 

2. Hakim Pasif 

Hakim dalam memeriksa suatu perkara bersikap pasif. Maksudnya, ruang lingkup atau luas 

pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oleh pihak-

pihak yang beperkara dan bukan oleh hakim. Dengan perkataan lain, pihak yang merasa haknya 

dirugikanlah (penggugat) yang menentukan apakah ia akan mengajukan gugatan, seberapa luas 

(besar) tuntutan, serta juga tergantung pada (para) pihak (penggugat dan/atau tergugat) perkara akan 

dilanjutkan atau dihentikan (karena terjadi perdamaian atau karena gugatan dicabut).6Semuanya 

tergantung pada (para) pihak, bukan pada hakim. Hakim terikat pada peristiwa yang diajukan oleh 

para pihak (secundum allegat iudicare). Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha 

mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan, demikian ditentukan 

dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009). 

3. Hakim Aktif 

Dalam beracara dengan HIR/RBg, hakim Indonesia harus aktif sejak perkara dimasukkan ke 

pengadilan,7memimpin sidang, melancarkan jalannya persidangan, membantu para pihak dalam 

mencari kebenaran, penjatuhan putusan, sampai dengan pelaksanaan putusannya (eksekusi). Karena 

                                                           
3 Dengan yurisprudensi di sini, diartikan putusan-putusan pengadilan. Menurut S.J. Fockema Andreae dalam 
Rechtsgeleerd Handwoordenboek, yurisprudensi dapat berarti juga peradilan pada umumnya dan ajaran hukum yang 
diciptakan dan dipertahankan oleh peradilan. 
4 2 J.I. Pen.III/71, hlm. 16 
5  Pengadilan dilarang menolak memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan 
dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Pasal 10 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
6  Putusan MA 21 Februari tahun 1970 Nomor 339 K/Sip/1969, JJ. Pen.I/70, hlm. 13 
7 Ketua pengadilan negeri berwenang memberi nasihat dan pertolongan waktu dimasukkanya gugatan tertulis, baik 
pada penggugat sendiri maupun pada kuasanya; Pasal 119 HIR. 
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dalam sistem HIR/RBg tidak ada keharusan menunjuk kuasa hukum, seorang yang buta hukum pun 

dapat menghadap sendiri ke muka pengadilan. 

Keharusan hakim aktif dalam beracara dengan HIR/RBg mulai tampak pada saat penggugat 

mengajukan gugatannya. Pasal 119 HIR, 143 RBg menentukan bahwa ketua pengadilan negeri 

berwenang memberi nasihat dan pertolongan waktu dimasukkannya gugatan tertulis, baik kepada 

penggugat sendiri maupun kuasanya. Hal ini tidak berarti bahwa hakim memihak. Di sini, hakim 

hanya menunjukkan bagaimana seharusnya bentuk dan isi sebuah surat gugat. 

4. Sidang Pengadilan Terbuka untuk Umum 

Sidang pemeriksaan perkara di pengadilan pada asasnya adalah terbuka untuk umum. Ini berarti 

bahwa setiap orang dibolehkan menghadiri dan mendengarkan pemeriksaan perkara di persidangan. 

Adapun tujuan asas ini tidak lain adalah memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam 

bidang peradilan serta menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan 

pemeriksaan yang fair, tidak memihak, serta putusan yang adil kepada masyarakat. Asas ini dapat 

kita jumpai dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.8Mengumumkan putusan 

hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum (openbaar) adalah syarat mutlak Pasal 13 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.9Tidak dipenuhinya syarat ini mengakibatkan 

putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan akibat putusan adalah batal demi 

hukum. Dalam praktiknya, meskipun hakim tidak menyatakan persidangan terbuka untuk umum, 

kalau dalam berita acara persidangan dicatat bahwa persidangan dinyatakan terbuka untuk umum, 

putusan yang telah dijatuhkan tetap sah. Namun demikian, untuk kepentingan kesusilaan, hakim dapat 

menyimpang dari asas ini, misalnya dalam perkara perceraian karena perzinaan. 

5. Mendengar kedua belah pihak 

Dalam hukum acara perdata, kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak, 

dan didengar bersama-sama. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang 

sebagaimana termuat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Hal tersebut 

mengandung arti bahwa dalam hukum acara perdata, pihak-pihak beperkara harus sama-sama 

diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil, serta masing-masing harus diberi kesempatan 

untuk memberikan pendapatnya. Asas bahwa kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal dengan 

asas audi et alteram partem atau eines mannes rede ist keines mannes rede, man soll sie horen alle 

beide. Halini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai 

benar apabila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan 

pendapatnya. Hal ini berarti juga bahwa pengajuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang yang 

dihadiri oleh kedua belah pihak (Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2)).10 

6. Putusan harus disertai alasan-alasan 

Semua putusan hakim (pengadilan) harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar 

untuk mengadili (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 184 ayat (1) HIR, Pasal 

195 RBg, 61 Rv). Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungan jawab 

hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu 

hukum sehingga mempunyai nilai objektif. Karena adanya alasan-alasan itulah, putusan hakim 

(pengadilan) mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang telah menjatuhkannya. 

Putusan yang tidak lengkap atau kurang pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd) merupakan 

alasan untuk kasasi dan putusan demikian harus dibatalkan (MA. Tgl. 22-7-1970 Nomor 638 

K/Sip/1969 dan tanggal 16-12-1970 Nomor 492 K/Sip/1970). 

                                                           
8 “Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.” 
9 Lihat juga Pasal 179 ayat 1 HIR, 190 RBg yang menentukan, “Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai 
kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.” 
10 Pasal 158 ayat (1) mengangkat sumpah senantiasa dilakukan dalam sidang pengadilan, kecuali ada halangan-
halangan yang sah (bandingkan dengan Pasal 1944 KUH Perdata); ayat (2) sumpah tidak dapat diambil kalau tidak 
dihadiri oleh pihak lawan atau sesudah pihak lawan dipanggil dengan patut (bandingkan dengan Pasal 1946 KUH 
Perdata). 
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Untuk lebih dapat mempertanggungjawabkan suatu putusan, sering juga alasan-alasan yang 

dikemukakan dalam putusan tersebut didukung yurisprudensi dan doktrin atau ilmu pengetahuan. Hal 

ini bukan berarti hakim terikat pada putusan hakim sebelumnya, tetapi sebaliknya hakim wajib 

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Karena itu, 

hakim harus berani meninggalkan yurisprudensi atau undang-undang yang sudah tidak sesuai dengan 

rasa keadilan masyarakat. Contoh klasik yang dapat dikemukakan di sini adalah putusan Hooge Raad 

tertanggal 31 Januari 1919 tentang perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) yang 

meninggalkan pendapat Hooge Raad sebelumnya.11 

7. Hakim Harus Menunjuk Dasar Hukum Putusannya 

Meskipun hakim tidak harus mencari-cari perkara di dalam masyarakat, sekali suatu perkara 

diajukan kepada hakim, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya dengan 

alasan apa pun Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.12Larangan 

untuk menolak memeriksa perkara disebabkan adanya anggapan bahwa hakim tahu akan hukumnya 

(ius curia novit). Seandainya dalam memeriksa suatu perkara hakim tidak dapat menemukan hukum 

tertulis, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam 

masyarakat (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970). Hal ini didasarkan pada Pasl 5 ayat 

1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menentukan bahwa hakim harus mengadili menurut 

hukum. Ketentuan demikian itu didasarkan pada ketentuan yang berada dalam Undang-Undang 

Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam HIR ataupun RBg38. Oleh karena itu, dalam melaksanakan 

kewajibannya yang demikian itu, dituntut keterampilan dan intelektualitas seorang hakim. 

8. Hakim Harus Memutus Semua Tuntutan 

Selain hakim dalam putusan harus menunjuk dasar hukum yang dipakai sebagai dasar 

putusannya, hakim harus pula memutus semua tuntutan dari pihak (Pasal 178 ayat (2) HIR, 189 ayat 

(2) RBg). Misalnya, penggugat mengajukan tuntutan-tuntutan 1) tergugat dihukum mengembalikan 

utangnya; 2) tergugat dihukum membayar ganti rugi; 3) tergugat dihukum membayar bunga maka 

tidak satu pun dari tuntutan tersebut boleh diabaikan oleh hakim. Mengenai hakim akan menolak atau 

mengabulkan tuntutan tersebut, hal itu tidak menjadi masalah, tergantung dari terbukti atau tidaknya 

hal-hal yang dituntut tersebut.13 

Meskipun hakim harus memutus semua tuntutan yang diajukan oleh penggugat dalam 

gugatannya, hakim tidak boleh memutus lebih atau lain dari pada yang dituntut, Pasal 178 ayat (3) 

HIR, 189 ayat (3) HIR.  

   Ada pendapat yang mengatakan bahwa dalam hakim memutus menurut hukum adat maka 

putusan hakim harus ”tuntas”. Itu artinya bahwa putusan hakim tersebut harus sungguh-sungguh 

menyelesaikan atau menyudahi masalah atau sengketa antara para pihak itu. Oleh karena itu, putusan 

hakim Indonesia biasa disebut atau merupakan bemiddelende vonnis (putusan antara).14 

Tinjauan Tentang Tuntutan Hak 

Pengertian Tuntutan Hak 

Tuntutan hak merupakan cara untuk memperoleh perlindungan terhadap hak seseorang 

maupun badan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah terjadinya tindakan main 

hakim (eigenrichhting). Tuntutan hak dalam pasal 142 ayat (1) Rbg / pasal 118 ayat (1) HIR disebut 

tuntutan / gugatan perdata (burgerlijke vordering), merupakan tindakan yang bertujuan memperoleh 

                                                           
11 Riduan Syahrani, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum (Pustaka Kartini, 1988), hlm. 19 
12 6 Pengadilan dilarang menolak memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya 
dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Pasal 10 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
13 Putusan MA Reg. Nomor 903 K/Sip/1972 tertanggal 1974; alasan pengadilan tinggi yang membatalkan putusan 
pengadilan negeri yang telah mempertimbangkan alat-alat bukti dari kedua belah pihak, hanya dengan pernyataan 
bahwa penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya adalah tidak cukup sehingga putusan pengadilan tinggi 
tersebut haruslah dibatalkan serta MA akan mengadili sendiri. 
14 Mochammad Dja’is dan Koosmargono, Membaca dan Mengerti HIR (Semarang: Percetakan Oetama, 2007) 
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perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “eigenrichting” atau main hakim 

sendiri. Tuntutan hak harus mempunyai kepentingan yang cukup (point d’interet, pointd’action).  

Ada dua macam tuntutan hak, yaitu permohonan dan gugatan, yang bertitik tolak pada ada atau 

tidak adanya sengketa. Tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut gugatan, dimana terdapat 

sekurang-kurangnya dua pihak yaitu penggugat dan tergugat, dan tuntutan hak yang tidak 

mengandung sengketa yang disebut permohonan, dimana hanya ada satu pihak saja, yaitu pemohon. 

Pihak-pihak dalam Perkara Perdata 
Pada dasarnya pihak yang bersengketa dalam perkara perdata terdiri dari dua pihak, yaitu 

penggugat dan tergugat. Dalam hal ini, perkara tersebut mengandung sengketa, atau yang kemudian 

dikenal dengan peradilan contentiosa atau contentious jurisdiction, yaitu kewenangan peradilan yang 

memeriksa perkara yang berkenaan dengan masalah persengketaan (jurisdiction of court that is 

concerned with contested matters) antara pihak yang bersengketa (between contending parties)15 

Penggugat merupakan pihak yang merasa haknya telah dilanggar oleh pihak lain (tergugat). 

Pengajuan tuntutan hak dalam perkara perdata dapat diajukan secara lisan maupun tertulis. Bentuk 

tertulis inilah yang kemudian dikenal sebagai surat gugatan. HIR dan Rbg hanya mengatur tentang 

cara bagaimana mengajukan gugatan.  

Syarat gugatan 

Persyaratan mengenai gugatan terdapat dalam Pasal 8 no. 3 RV, yang meliputi: Pertama, 

identitas para pihak, berisi mengenai nama lengkap, umur/tempat tanggal lahir, pekerjaan dan 

alamat/domisili. Namun demikian, ada kalanya kedudukan sebagai penggugat/tergugat dilakukan 

oleh cabang suatu badan hukum, oleh karenya harus dijelaskan mengenai BH tersebut. Kedua, 

posita/fundamentum petendi, posita merupakan dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum 

yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (middelen van den eis). Posita terdiri dari dua 

bagian yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian/peristiwa hukum dan bagian yang 

menguraikan hukumnya, yaitu uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar 

yuridis dari tuntutan. Ketiga, petitum yang merupakan bagian dari surat gugatan yang berisi hal-hal 

yang dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim. Petitum terdiri dari dua bagian, yaitu petitum 

pokok/Primer yang berisi hal-hal/tuntutan pokok yang di mohonkan untuk dikabulkan oleh 

pengadilan, seperti menuntut putusnya perjanjian dengan ditambah ganti rugi atau menuntut 

pelaksanaan perjanjian dengan uang paksa. Bagian kedua, yaitu petitum subsidair, yang berisi hal-

hal yang memberi kebebasan pada hakim untuk mengabulkan lain dari petitum primair. 

Pengajuan tuntutan hak melalui gugatan biasa merupakan suatu pengajuan tuntutan hak oleh 

subjek hukum yang satu kepada subjek hukum lainnya atas suatu sengketa keperdataan, baik berupa 

wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, dimana pada diri pihak yang mengajukan tuntutan 

hak (gugatan) mengalami kerugian langsung maupun kerugian meteriil sebagai akibatnya.  

Dalam menyusun norma tuntutan hak, perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan 

sebagai berikut: 

a. HIR. 

Berikut Pasal-Pasal dalam HIR yang mengatur terkait dengan tuntutan hak (baik mengenai 

permohonan maupun gugatan): 

   a) Pasal 118. Berikut isi Pasal 118: 

 (1) Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang 

pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangan oleh 

penggugat, atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si 

tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat 

tinggalnya yang sebenamya. (KUHPerd. 15; IR. 101.) 

 (2) Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum 

pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat 

                                                           
15 Henry Campbell Black, 1978, Black Law Dictionary, St Paul Minn: West Publishing, hlm. 289 
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salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur 

utama dan seorang penanggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan Pasal 6 ayat (2) "Reglemen 

Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan mengadili di Indonesia", tuntutan itu diajukan kepada ketua 

pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah Seorang debitur utama.  

(3) Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau 

jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat 

tinggal penggugat atau salah seorang penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan 

kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut. 

Jenis-Jenis Tuntutan Hak 

1. Gugatan Permohonan (Voluntair) 

Permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani 

pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Negeri. Ciri khas permohonan 

atau gugatan voluntair adalah: 

a. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata  for the benefit of one party only) 

 Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan 

perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya meminta izin pengadilan untuk 

melakukan tindakan tertentu. 

 Apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang 

lain 

b. Tidak ada sengketa dengan pihak lain (without disputes or differences with another 

party)Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian 

sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau 

pihak ketiga 

c. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte. Benar-

benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat ex-parte. Permohonan untuk kepentingan sepihak 

(on behalf of one party) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (involving only one party 

to a legal matter) yang diajukan kedalam kasus itu, hanya satu pihak. 

2. Gugatan Perdata (Contentiosa) 

Gugatan yangmengandung sengketa antara 2 pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan 

dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan, merupakan sengketa atau perselisihan diantara para 

pihak (between contending parties). Di masa yang lalu bentuk ini disebut contentiosarechtspraak. 

Artinya, penyelesaian sengketa di pengadilan melalui proses sanggah-menyanggah dalam bentuk 

replik (jawaban dari suatu jawaban), dan duplik (jawaban kedua kali). Atau disebut juga op 

tegenspraak (proses peradilan sanggah-menyanggah). Para pihak  

 Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai penggugat (plaintiff 

= planctus, the party who institutes a legal action or claim) 

 Yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian, disebut dan berkedudukan sebagai 

tergugat (defendant, the party againts whom a civil action is brought).Dengan demikian, ciri 

yang melekat pada gugatan perdata 

 Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa (disputes, 

differences) 

 Sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurang diantara dua pihak.-Gugatan perdata 

bersifat partai (party) dengan adanya penggugat dan tergugatnya. 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sengketa Perdata 

Timbulnya sengketa bermula dari adanya konflik yang disebabkan oleh terjadinya benturan atau 

perbedaan kepentingan satu pihak dengan pihak lain. Di dalam kehidupan bermasyarakat setiap 

individu mempunyai kepentingan yang berbeda satu sama lain, adakalanya kepentingan-kepentingan 

itu saling bertentangan satu sama lain dan dapat menimbulkan sengketa. Konflik dapat terjadi ketika 
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dua orang atau lebih terlibat dalam suatu peristiwa atau keadaan yang sama naumn belum tentu 

mereka memandang peristiwa itu dari kacamata yang sama. 

Suatu konflik dapat berasal dari perikatan atau di luar perikatan. Konflik yang berasal dari 

perikatan timbul apabila salah satu pihak dalam perjanjian melakukan wanprestasi atau mengingkari 

isi perjanjian. Satu pihak memandang isi perjanjian harus dipenuhi, pihak lain memandang bahwa 

ketentuan atau isi perjanjian tersebut dapat diingkari, sedangkan konflik yang timbul di luar perikatan 

terjadi pada konflik-konflik yang melibatkan masyarakat didalamnya, seperti misalnya kasus 

pencemaran lingkungan hidup. 

Pada dasarnya penyelesaian sengketa perdata dilakukan secara damai dengan cara dilakukan 

perdamaian antara para pihak yang bersengketa, karena timbulnya sengketa berpangkal pada 

kepentingan pribadi masing-masing yang salin berbenturan, sehingga penyelesaian masalahnya 

sangat tergantung pada inisiatif para pihak. Penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan baik 

secara konvensional melalui pengadilan (secara litigasi), atau dengan menggunakan penyelesaian 

sengketa alternative di luar pengadilan. 

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan tunduk terhadap ketentuan hukum acara perdata, 

yaitu HIR (het Herzienne Indonesisch Reglement) untuk wilayah Jawa dan Madura, RBg 

(Rechtsreglement Buitengeweisten), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur 

mengenai acara perdata. 

Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus 

bertindak terhadap dan di muka pengadilan, dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu 

sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.16Dengan kata lain 

Hukum Acara Perdata adalah sekumpulan peraturan yang mengatur cara bagaimana seseorang harus 

bertindak terhadap orang lain, atau bagaimana seseorang dapat bertindak terhadap Negara atau badan 

hukum (juga sebaliknya) seandainya hak dan kepentingan mereka terganggu, melalui suatu badan 

yang disebut badan peradilan, sehingga terdapat tertib hukum. 

Menurut Pasal 10 Undang-Undang No.4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kita 

mengenal 4 macam Badan Peradilan, yaitu Peradilan Umum. Peradilan Agama, Peradilan Militer dan 

Peradilan Tata Usaha Negara. Semua badan peradilan ini bermuara di Mahkamah Agung sebagai 

lembaga peradilan tertinggi. Di samping Mahkamah Agung, Indonesia juga memliki Mahkamah 

Konstitusi sebagai lembaga peradilan pada tingkat pertama dan terakhir dengan kewenangan yang 

berbeda. Dengan demikian saat ini kekuasaan kehaliman di Indonesia berada di tangan Mahkamah 

Agung dan Mahkamah Konstitusi. 

Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, terdiri dari beberapa tahapan yang dilakukan 

secara berurutan, dimulai dari pengajuan gugatan oleh penggugat, jawaban dari tergugat, replik dari 

penggugat dan duplik dari tergugat, pembuktian baik dari penggugat maupun tergugat, kesimpulan 

baik dari penggugat maupun tergugat, dan putusan hakim. Bila dikehendaki pihak yang merasa kalah 

atau dirugikan oleh putusan hakim tersebut dapat mengajukan upaya hukum baik biasa maupun luar 

biasa. 

Berbagai sengketa dapat dikelompokkan: 

 Sengketa keluarga, meliputi masalah waris, perceraian, dan perwalian 

  Sengketa bisnis, meliputi sengketa perburuhan, kontrak, persaingan usaha, sengketa 

konsumen, perbankan. 

  Sengketa pertanahan, meliputi permasalahan yang berkaitan dengan hak-hak atas tanah.  

 Sengketa antara masyarakat dan negara, dapat terjadi ketika masyarakat merasakan perlakuan 

yang tidak adil dari negara, dan negara beranggapan masyarakat sulit diatur.  

 Sengketa adat, berkenaan dengan perilaku dan aset-aset yang berada dalam otoritas penguasa 

adat. Terjadi pada masyarakat yang masih menganut hukum adat 

                                                           
16 Wirjono Projodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1992, hlm. 13 
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 Sengketa pers, yaitu sengketa yang timbul sebagai akibat pemberitaan pers terhadap 

seseorang, sekelompok orang dan badan hukum.  

  Sengketa lingkungan, yaitu sengketa yang berkaitan dengan persoalan lingkungan hidup. 

Menurut Priyatna Abdurasyid,17sengketa juga berhubungan dengan hal yang sederhana atau 

kompleks dan melibatkan berbagai jenis persoalan, misalnya: 

 Kenyataan yang mungkin timbul akibat kredibilitas para pihak itu sendiri, atau dari data yang 

diberikan oleh pihak ketiga termasuk penjelasan-penjelasan tentang kenyataan data tersebut. 

 Masalah hukum yang pada umumnya akibat dari pendapat atau tafsiran menyesatkan yang 

diberikan oleh para ahli hukum.  

 Akibat perbedaan teknis, termasuk perbedaan pendapat dari ahli teknik dan profesional dari 

para pihak.  

 Perbedaan pemahaman tentang sesuatu hal yang muncul, misalnya dalam penggunaan kata-

kata yang membingungkan atau adanya perbedaan asumsi.  

 Perbedaan persepsi mengenai keadilan, konsep keadilan dan moralitas, budaya, nilai-nilai dan 

sikap. 

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Perdata Dalam Hukum Acara Perdata 

Pembahasan mengenai APS semakin ramai dibicarakan dan perlu dikembangkan sehingga 

dapat mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di Pengadilan. Istilah APS merupakan 

penyebutan yang diberikan untuk pengelompokan penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi, 

mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Ada yang mengartikan APS sebagai Alternative to Litigation yang 

mana seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase merupakan 

bagian dari APS. Pasal 1 Angka (10) UU 30/1999 tentang Arbitrase merumuskan bahwa APS sendiri 

merupakan Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati 

para pihak yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, 

konsiliasi atau penilaian ahli18 Sedangkan APS sebagai Alternative to Adjudication meliputi 

penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif19 

Namun dalam perkembangan dan pemberlakuan khususnya di Indonesia terdapat 6 (enam) APS 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Konsultasi 

   Tidak ada suatu rumusan ataupun penjelasan yang diberikan dalam UU 30/1999 tentang Pasar 

Modal mengenai makna maupun pengertian konsultasi. Namun apabila melihat dalam Black’s Law 

Dictionary dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan konsultasi adalah : 

“act of consulting or conferring; e.g. patient with doctor, client with lawyer. Deliberation of 

persons on some subject”.20 

   Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu 

tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan satu 

pihak lain yang merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut 

untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Klien dapat menggunakan pendapat 

yang telah diberikan ataupun memilih untuk tidak menggunakan adalah bebas, karena tidak terdapat 

rumusan yang menyatakan sifat “keterikatan” atau “kewajiban” dalam melakukan konsultas. 

Hal ini berarti konsultasi sebagai bentuk pranata APS, peran dari konsultasn dakam 

menyelesaikan sengketa atau perselisihan hanyalah sebatas memberikan pendapat (hukum) saja 

sebagaimana permintaan klien. Selanjutnya mengenai keputusan penyelesaian sengketa akan diambil 

sendiri oleh para ihak yang bersengketa, meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan 

                                                           
17 Priyatna Abdurasyid, 2002, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Suatu Pengantar), Jakarta, PT. Fikahati 
dan BANI, hlm. 5-6. 
18 Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 
19 Rika Lestari. Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di 
Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 2. Hal. 219 dan 220. 
20 Black’s Law Dictionary 
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kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para 

pihak yang bersengketa tersebut. 

2. Negosiasi 

Istilah negosiasi tercantum dalam Pasal 1 Angka (1) UU 30/1999 tentang Arbitrase yaitu 

sebagai salah satu APS. Pengertian negosiasi tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang, 

namun dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (2) UU 30/1999 tentang Arbitrase bahwa pada dasarnya para 

pihak dapat dan berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul dalam pertemuan langsung 

dan hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui para pihak. Selain dari 

ketentuan tersebut tidak diatur lebih lanjut mengenai “negosiasi” sebagai salah satu alternatif 

penyelesaian sengketa oleh para pihak. 

Menurut Ficher dan Ury sebagaimana dikutip oleh Nurnaningsih Amriani, negosiasi merupakan 

komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak 

memiliki berbagai kepentingan yang sama meupun yang berbeda.22 Hal ini selaras dengan apa yang 

diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa negosiasi adalah proses tawar menawar untuk 

mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan 

tujuan untuk mendapatkan penyelesian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi 

oleh kedua belah pihak. 

3. Mediasi 

Menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA 1/2016) bahwa mediasi merupakan cara 

penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak 

dengan dibantu oleh Mediator21. 

Pengaturan mediasi dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3), (4), dan (5) UU 30/1999 

tentang Arbitrase bahwa terhadap sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi, maka 

penyelesaian sengketa diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun 

melalui seorang mediator.  

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian 

mengenai prosedur mediasi yang efektif, sehingga dapat membantu dalam situasi konflik untuk 

mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar menawar. 

Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan 

bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi 

para pihak tetapi menunjang sebagai fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan 

suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. 

4. Konsiliasi 

Pengertian mengenai konsiliasi tidak diatur secara eksplisit dalam UU 30/1999 tentang 

Arbitrase. Namun penyebutan konsiliasi sebagai salah satu Lembaga alternatif penyelesaian sengketa 

dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka (10) dan Alinea ke-9 (Sembilan) dalam penjelasan 

umum. 

Black’s Law Dictionary memberikan pengertian konsiliasi yaitu22 

“Conciliation is the adjustment and settlement of a dispute in a friendly, unantagonistic 

manner used in courts before trial with a view towards avoiding trial and in a labor disputes 

before arbitration”. “Court of Conciliation is a court which proposes terms of adjustment, so 

as to avoid litigation”. 

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator, 

dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk 

penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak apabila para pihak dapat menyetujui, 

solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution. Kesepakatan yang terjadi akan bersifat final 
                                                           
21 Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 
22 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. Seri Hukum Bisnis : Hukum Arbitrase. Jakarta. Penerbit : PT. Raja Grafindo 
Persada. Hal. 36. 
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dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu 

kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Konsiliasi memiliki 

kesamaan dengan mediasi, kedua cara ini melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa 

secara damai. 

5. Penilaian Ahli 

Sebagaimana dapat diambil kesimpulan atas pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam 

Pasal 1 Angka (10) bahwa Penilaian Ahli merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa di luar 

pengadilan.Penilaian ahli merupakan cara penyelesian sengketa oleh para pihak dengan meminta 

pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi. 

Bahwa ternyata arbitrase dalam suatu bentuk kelembagaan tidak hanya bertugas untuk 

menyelesaikan perbedaan atau perselisihan pendapat maupun sengketa yang terjadi di antara 

parapihak dalam suatu perjanjian pokok, melainkan juga dapar memberikan konsultasi dalam bentuk 

opini atau pendapat hukum atas permintaan dari setiap pihak yang meemrlukannya tidak terbatas pada 

para pihak dalam perjanjian. Pemberian opini atau pendapat (hukum) tersebut dapat merupakan suatu 

masukan bagi para pihak dalam menyusun atau membuat perjanjian yang akan mengatur hak-hak dan 

kewajiban para pihak dalam perjanjian, maupun dalam memberikan penafsiran ataupun pendapat 

terhadap salah satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuat oeh para pihak untuk 

memerjelas pelaksanaannya. 

6. Arbitrase 

Landasan hukum mengenai arbitrase dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-

undangan di Indonesia. Arbitrase diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48/2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman) bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang 

didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. 

Pasal 1 ayat (1) UU 30/1999 tentang Arbitrase menjelaskan bahwa arbitrase adalah cara 

penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase 

yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk 

mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang 

tidak dapat diselesaikan secara negosiasi atau konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk 

menghindari penyelesaian sengketa melalui Lembaga peradilan yang selama ini dirasakan 

memerlukan waktu yang lama.  

Dalam Peraturan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor : 04/BAPMI/12.2014 tentang 

Peraturan dan Acara Arbitrase yang selanjutnya disingkat Peraturan BAPMI, tepatnya diatur pada 

Pasal 1 Huruf (a) bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pegadilan 

umum yang diselenggarakan di BAPMI dengan menggunakan Peraturan dan Acara ini yang 

didasarkan pada Perjanjian Arbitrase. 

Terdapat dua aliran ADR, yang pertama adalah pendapat bahwa arbitrase terpisah dari alternatif 

penyelesaian sengketa dan aliran yang kedua berpendapat bahwa arbitrase merupakan pula alternatif 

penyelesaian sengketa. Sedangkan di dalam UU 30/1999 tentang Arbitrase menganut aliran 

kombinasi dari kedua aliran tersebut diatas (combination of processes). Arbitrase dapat berdiri 

sendiri, di samping dapat merupakan bagian dari alternatif penyelesaian sengketa.23 

 Pada umumnya Lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan Lembaga 

peradilan. Kelebihan tersebut antara lain: 

 Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak sehingga citra yang sudah dibangun tidak 

terpengaruh karena sifat privat penyelesaian sengketa 

 Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal procedural dan 

administrative, karena sidang dapat langsung dilaksanakan ketika persyaratan sudah 

dipenuhi para pihak 

                                                           
23 Sudargo Gautama. 2001. Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia : Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif 
(ADR). Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 122 
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 Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai 

pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang 

disengketakan, jujur, dan adil 

 Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta 

proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase dan 

 Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui 

tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan, karena 

putusan arbitrase memiliki sifat final dan binding. 

Contoh Kasus Perdata Yang Diselesaikan Dengan Cara Non Litigasi/ Alternatif Penyelesaian 

Sengketa (APS) 

Penyelesaian sengketa bisnis kebanyakan dilaksanakan menggunakan cara litigasi atau 

penyelesaian sengketa melalui proses persidangan. Penyelesaian sengketa tersebut diawali dengan 

pengajuan gugatan kepada pengadilan negeri dan diakhiri dengan putusan hakim. Namun disamping 

penyelesaian sengketa melalui proses litigasi, terdapat pula penyelesaian sengketa melalui non 

litigasi. 

Penyelesaian melalui non litigasi ialah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan 

cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. 

Di Indonesia, penyelesaian non litigasi ada dua macam, yakni Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa (UU AAPS).  

Secara bahasa, Arbitrase berasal dari kata arbitrare (latin) yang berarti kekuasaan untuk 

menyelesaikan sesuatu perkara berdasarkan kebijaksanaan. Arbitrase merupakan penyerahan 

sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, yaitu individu atau arbitrase sementara (ad 

hoc). Menurut Abdul Kadir, arbitrase adalah penyerahan sukarela suatu sengketa kepada seorang 

yang berkualitas untuk menyelesaikannya dengan suatu perjanjian bahwa suatu keputusan arbiter 

akan final dan mengikat. Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada pasal 1, Arbitrase adalah cara penyelesaian 

suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat 

secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. 

Dari pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa arbitrase adalah perjanjian perdata yang dibuat 

berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka yang diputuskan oleh 

pihak ketiga yang disebut arbiter yang ditunjuk secara bersama-sama oleh para pihak yang 

bersengketa dan para pihak menyatakan akan menaati putusan yang diambil oleh arbiter. 

Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase harus terlebih didahului dengan kesepakatan 

para pihak secara tertulis untuk melakukan penyelesaian menggunakan lembaga arbitrase. Para pihak 

menyepakati dan mengikat diri untuk menyelesaikan perselisihan yang akan terjadi oleh arbitrase 

sebelum terjadi perselisihan yang nyata dengan menambahkan klausul pada perjanjian pokok. Namun 

apabila para pihak belum memasukkannya pada kkalusul perjanjian pokok, para pihak dapat 

melakukan kesepakatan apabila sengketa telah terjadi dengan menggunakan akta kompromis yang 

ditandatangani kedua belah pihak dan disaksikan oleh Notaris. 

Penyelesaian sengketa dengan menggunakan lembaga arbitrase akan menghasilkan Putusan 

Arbitrase. Menurut undang-undang nomor 30 tahun 1999, arbiter atau majelis arbitrase untuk segera 

menjatuhkan putusan arbitrase selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan 

sengketa oleh arbiter. Jika didalam putusan yang dijatuhkan tersebut terdapat kesalahan administratif, 

para pihak dalam waktu 14 hari terhitung sejak putusan dijatuhkan diberikan hak untuk meminta 

dilakukannya koreksi atas putusan tersebut. Putusan arbitrase merupakan putusan pada tingkat akhir 

(final) dan langsung mengikat para pihak. Putusan arbitrase dapat dilaksanakan setelah putusan 

tersebut didaftarkan arbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan negeri. Setelah didaftarkan, ketua 

pengadilan negeri diberikan waktu 30 hari untuk memberikan perintah pelaksanaan putusan arbitrase. 
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Selain melalui proses arbitrasi, penyelesaian sengketa non litigasi dapat juga dilakukan dengan 

cara alternatif penyelesaian sengketa atau alternative dispute resolution (ADR). Alternatif 

penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kata 

sepakat (konsensus) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun dengan 

bantuan para pihak ketuga yang netral. Menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada pasal 1 angka 10, alternatif penyelesaian 

sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati 

para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, 

konsiliasi, atau penilaian ahli. 

Penyelesaian sengketa melalui ADR mempunyai keungulan-keunggulan dibandingkan dengan 

penyelesaian sengketa melalui litigasi, diantaranya ialah adanya sifat kesukarelaan dalam proses 

karena tidak adanya unsur pemaksaan, prosedur yang cepat, keputusannya bersifat non judicial, 

prosedur rahasia, fleksibilitas dalam menentukan syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat waktu 

dan hemat biaya, tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan dan pemeliharaan 

hubungan kerja. 

Contoh Kasus : 

Hutang piutang adalah hutang kita kepada orang (lain), dan hutang orang (lain) kepada kita. 

Yang artinya adanya suatu kewajiban untuk melaksanakan janji untuk membayar. Hutang piutang 

adalah wilayah koridor hukum perdata, yakni aturan yang mengatur hubungan antara orang yang satu 

dengan orang yang lainnya, dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan atau pribadi. 

Hutang Piutang dianggap sah secara hukum apabila dibuat suatu perjanjian. Yakni perjanjian 

yang berdasarkan hukum yang diatur pada Pasal 1320 KUHPerd, meliputi antara lain: 

1.  Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Bahwa semua pihak menyetujui materi yang 

diperjanjikan, tidak ada paksaan atau dibawah tekanan. 

2. Cakap untuk membuat perjanjian. Kata mampu dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah 

dewasa, tidak dibawah pengawasan karena prerilaku yang tidak stabil  dan bukan orang-orang 

yang dalam undang-undang dilarang membuat suatu perjanjian tertentu. 

3. Mengenai suatu hal tertentu. Perjanjian yang dilakukan menyangkut obyek/hal yang jelas. 

4. Suatu sebab yang halal. Bahwa perjanjian dilakukan dengan itikad baik bukan ditujukan untuk 

suatu kejahatan atau perbuatan melawan hukum. 

Syarat pertama dan kedua menyangkut subyek, sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai 

obyek. Terdapatnya cacat kehendak (keliru, paksaan, penipuan) atau tidak cakap untuk membuat 

perikatan, mengenai subyek mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Sementara apabila syarat 

ketiga dan keempat mengenai obyek tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. Berangkat 

dari uraian pengertian singkat diatas, maka penyelesaian masalah hukum terkait hutang – piutang 

yang dibuat atas dasar perjanjian. 

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana 

dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (pasal 1313 KUHPerdata) sesuatu hal 

itu adalah prestasi (saling menguntungkan dan tidak saling merugikan). Prestasi dapat berupa: 

1. Sepakat bagaimana menyerahkan/ berbagi sesuatu. 

2. Melakukan sesuatu. 

3. Tidak melakukan sesuatu. 

Contoh lainnya seperti berikut: Badu telah wanprestasi kepada si Randy. Sudah 5 tahun 

hutangnya tidak pernah dibayar sebesar 20 Juta. Lalu Badu didugat dengan diuraikannya Posita 

(kronologis peristiwa), dan Petitum (Tuntutan kerugian dan minta membayar bunga selama 5 tahun 

sebesar 15%/bulan). Persidangan digelar dan Badu mampu dibuktikan telah  wanprestasi. Selanjutnya 

Badu dinyatakan terbukti telah wanprestasi. Majelis Hakim mengadili dan memutus menghukum 

Badu selaku tergugat membayar Rp 180 juta (dengan perincian 20Jt x 15% = Rp 3 Jt (3jt x 60 bln/ 5 

thn) ditambah bayar biaya perkara. Apabila Badu tidak ada uang untuk membayar, maka dapat 

meminta sita eksekusi jaminan, seperti mobil atau rumah akan disita. 
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Cara penyelesaian sengketa- sengketa di atas bisa melalui Pengadilan/ litigasi dan bisa secara 

non litigasi/ Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), yakni sebagai berikut: 

     1.  Lakukan Upaya musyawarah untuk mufakat; 

     2.  Lakukan Upaya Mediasi. 

Mediasi merupakan bentuk intervensi penyelesaian konflik dalam masyarakat yang 

membutuhkan kehadiran pihak ketiga sebagai penengah. Terkadang setiap orang, tim, kelompok, 

komunitas, atau bahkan bangsa dan negara sekalipun sulit untuk menyelesaikan konflik sendiri 

berbagai perbedaan yang tajam, emosi, sejarah, status, ketidakadilan, kekuatan, politik kekuasaan, 

dan lain-lain sehingga membutuhkan bantuan untuk mengakhiri sebuah pertikaian. Bantuan pihak 

ketiga ini tidak secara langsung dapat dilakukan, banyak persyaratan yang perlu dipenuhi mencakup 

otoritas/kewenangan, kapabilitas, kredibilitas, dan integritas disamping jenis permasalahan yang 

diperselisihkan. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan ketika, kita memilih jalur mediasi sebagai 

cara untuk menyelesaikan konflik yang dihadapi.  

Mediasi merupakan suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan 

penyelesaiannya kepada seorang Mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak 

atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang 

terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang 

bersengketa secara sukarela. Mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa memiliki ruang 

lingkup utama berupa wilayah hukum Privat/Perdata. Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa 

keluarga, waris, bisnis, kontrak, perbankan dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat 

diselesaikan melalui jalur Mediasi. Kewajiban untuk melaksanakan Mediasi yang terkait dengan 

proses berperkara di Pengadilan, di mana anjuran oleh hakim, mediator dan para pihak wajib 

mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi. Berdasarkan Pasal 130 HIR dan atau 

pasal 154 Rbg, perkara yang tidak menempuh prosedur Mediasi merupakan pelanggaran terhadap 

ketentuan HIR dan Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.  

 

4. KESIMPULAN 

Timbulnya sengketa bermula dari adanya konflik yang disebabkan oleh terjadinga benturan 

atau perbedaan kepentingan satu pihak dengan pihak lain. Di dalam kehidupan bermasyarakat setiap 

individu mempunyai kepentingan yang berbeda satu sama lain, adakalanya kepentingan-

kepentingan itu saling bertentangan satu sama lain dan dapat menimbulkan sengketa. Konflik dapat 

terjadi ketika dua orang atau lebih terlibat dalam suatu peristiwa atau keadaan yang sama naumn 

belum tentu mereka memandang peristiwa itu dari kacamata yang sama. 

Pembahasan mengenai APS semakin ramai dibicarakan dan perlu dikembangkan sehingga 

dapat mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di Pengadilan. Istilah APS merupakan 

penyebutan yang diberikan untuk pengelompokan penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi, 

mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Ada yang mengartikan APS sebagai Alternative to Litigation yang 

mana seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase merupakan 

bagian dari APS. Pasal 1 Angka (10) UU 30/1999 tentang Arbitrase. Dalam penyelesaian sengketa 

terdapat beberapa cara penyelesaianya: 

 Konsultasi 

 Negosiasi 

 Konsiliasi 

 Penilaian Ahli 

 Arbitrase 
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